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ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan mengenai para pihak
memahami asas-asas perjanjian (contract principles) dalam
melakukan atau membuat suatu kontrak. Tujuan umum dari makalah
ini adalah untuk menyampaikan gambaran atau deskripsi kepada
pembaca mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat
kontrak yang berkaitan dengan perbuatan hukum. Sedangkan tujuan
khusus adalah untuk memahami karakteristik suatu kontrak yang
bersifat terbuka yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan teori-teori
IImu Hukum. Dari penelusuran penulis disimpulkan bahwa Untuk
memahami dan membentuk suatu perjanjian, maka para pihak harus
memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320
KUHPer, yakni syarat subjektif: adanya kata sepakat untuk
mengikatkan dirinya dan kecakapan para pihak untuk membuat suatu
perikatan, sedangkan syarat objektif adalah suatu hal tertentu dan
suatu sebab yang halal. Oleh sebab itu, dalam melakukan perbuatan
hukum membuat suatu kontrak/perjanjian haruslah pula memahami
asas-asas yang berlaku dalam dasar suatu kontrak/perjanjian antara
lain: asas kebebasan berkontrak, asas konsesnsualisme, asas
kepastian hukum/pacta sunt servanda, asas itikad baik dan asas
kepribadian. Dari kelima asas yang berdasarkan teori ilmu hukum
tersebut ditambahkan delapan asas hukum perikatan nasional yang
merupakan hasil rumusan bersama berdasarkan kesepakatan
nasional.

Kata Kunci: asas-asas, kontrak, hukum.
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Pendahuluan
Hukumyang berlaku di Indonesa
banyak dipengaruhi oleh sstem-sistem
hukum asing, terutama adal ah sistem
hukum Eropaatau disebut jugasistem
hukum Romawi Jerman. Sistem hukum
ini meldui jaur hukumBdanda tdahme-
nancapkan pilar-pilar hukumyang meng-
ikat antaramasyarakat dengan penguasa
maupun masyarakat dengan masyarakat.
Ssemhukumini pertamakali ber-
kembang dalam hukum perdatanyaatau
private law atau civil law, yaitu hukum
yang mengatur hubungan sesamaanggota
masyarakat. Oleh karenaitu, sistem hu-
kum Romawi Jermanini lebihterkenal
dengan nama sistem hukum civil law
(Rene Devid and John. E.C. Brierley,
1978: 21)
Dalam Burgerlijk Wetboek
(BW) yangkemudian diterjemahkan oleh
Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudi-
bio menjadi Kitab Undang-Undang Hu-
kum Perdata (K UHPer) bahwamenge-
nai hukum perjanjian diatur dalam Buku
11 tentang Perikatan, dimanahal tersebut
mengatur dan memuat tentang hukumke-
kayaan yang mengenai hak-hak dan ke-
wajiban yang berlaku terhadap orang-
orang atau pi hak-pihak tertentu. K ebe-
radaan suatu perjanjian atau yang saat
ini lazim dikenal sebagai kontrak, tidak
terlepasdari terpenuhinyasyarat-syarat
mengenai sahnyasuatu perjanjiarvkon-
trak seperti yang tercantum dalam KUH
Perdata, sebagai berikut: 1. Adanyake-
sepakatan dari merekayang mengikat-
kandirinya; 2. Adanyakecakapan untuk

membuat suatu perikatan; 3. Mengenai
suatu hal tertentu; dan 4. Atas suatu
sebab yang halal (Soebekti dan R. Tji-
trosudibio, 1996: 132). Dengan dipenuh-
inyaempat syarat sshnyaperjanjianter-
sebut, makasuatu perjanjianmenjadi sah
dan mengikat secarahukum bagi para
pihak yang membuatnya

Di dalam kegiatan hukum sehari-
hari banyak ditemukan perbuatan-per-
buatan hukum yang berkenaan dengan
perjanjian atau kontrak antaraduapihak
atau lebih. Umumnyamerekamel akukan
perjanjian-perjanjian dengan sistem
terbuka, yang artinyabahwasetiap orang
bebasuntuk mengadakan perjanjianbaik
yang diatur maupunyang belumdiatur di
dalam suatu undang-undang, Hal ini
sesual dengan kriteria terbentuknya
kontrak dimanaberdasarkan Pasal 1338
ayat (1) KUHPer menegaskan bahwa
semuaperjanjian yang dibuat secarasah
berlaku sebagai undang-undang bagi
mereka yang membuatnya. Biasanya
dalam suatu kontrak terdiri dari 6 (enam)
bagian, yakni judul perjanjian, pembu-
kaan, pihak-pihak dalam perjanjian,
recital, is perjanjian, dan penutup. Dari
enam bagian tersebut terdapat beberapa
klausula umum seperti wanprestas,
pilihanhukum dan piliheanforum, domisli,
force majeur, yang banyaknyatergan-
tung dari kesepakatan parapihak. K ebe-
radaan suatu kontrak tidak terlepasdari
asas-asasyang mengikatnya. Asas-asas
dalam berkontrak mutlak harusdipenuhi
gpabilaparapihak sepakat untuk mengi-
katkan diri dalam mel akukan perbuatan-
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perbuatan hukum. Namun demikian, se-
ringkali ditemui adabeberapakontrak
yang dibuat tanpaberdasarkan asas-asas
yang berlaku dalam suatu kontrak. Hal
Seperti ini terjadi karenadisebabkan ke-
kurangpahaman para pihak terhadap
kondis dan posis mereka. Oleh karena
itu, timbulah pertanyaan meliputi asas-
asasgpasgakah yang berlaku ddamme-
lakukan suatu kontrak/perjanjian?

Padatulisanini, akan dicobadipa-
parkan mengena parapihak memahami
asas-asas perjanjian (contract princi-
ples) dalam melakukan atau membuat
suatu kontrak (Imran, 2007: 78). Tujuan
umum dari tulisanini adalah untuk me-
nyampai kan gambaran atau deskripsi
kepadapembacamengenai hal-ha yang
harusdiperhatikan daam membuat kon-
trak yang berkaitan dengan perbuatan
hukum. Sedangkan tujuan khususadaah
untuk mendiskrips kan karakteristik sua
tu kontrak yang bersifat terbukayang
didasarkan pada prinsip-prinsip dan
teori-teori Ilmu Hukum.

Sistem Pengaturan Hukum Kontrak
Hukum kontrak ada ah bagian hu-
kum perdata(privat). Hukumini memu-
satkan perhatian padakewajiban untuk
melaksanakan kewajiban sendiri (self
imposed obligation). Disebut sebagai
bagian dari hukum perdatadisebabkan
karenapeanggaran terhadap kewgjiban-
kewajiban yang ditentukan dalam kon-
trak, murni menjadi urusan pihak-pihak
yang berkontrak (Atiyah,1983: 1).

Kontrak, dalam bentuk yang pa-
ling klasik, dipandang sebagal ekspres
kebebasan manusiauntuk memilih dan
mengadakan perjanjian. Kontrak meru-
pakan wujud dari kebebasan (freedom
of contract) dan kehendak bebas untuk
memilih (freedom of choice) (Ati-
yah,1983: 5).

Sqjak abad ke-19 pringp-pringp
itu mengaami perkembangan dan berba:
gal pergeseran penting. Pergeseran demi-
kian disebabkan oleh: pertama, tumbuh-
nya bentuk-bentuk kontrak standar;
kedua, berkurangnyamaknakebebasan
memilih dan kehendak parapihak, seba
gal akibat mel uasnyacampur tangan pe-
merintah dalam kehidupan rakyat; keti-
ga, masuknyakonsumen sebagai pihak
dalam berkontrak. K etigafaktor ini be-
rhubungan satu samalain (Atiyah,1983:
13). Tetapi, prinsp kebebasan berkon-
trak dan kebebasan untuk memilih tetap
dipandang sebagai prinsip dasar pem-
bentukan kontrak.

Asas-Asas Hukum Kontrak

Berdasarkanteori, di dalam suatu
hukum kontrak terdapat 5 (lima) asas
yang dikenal menurut ilmu hukum
perdata. Kelima asas itu antara lain
adalah: asas kebebasan berkontrak
(freedom of contract), asas konsen-
suaisme (concsensualism), asaskepas-
tian hukum (pacta sunt servanda), asas
itikad baik (good faith), dan asas
kepribadian (personality). Berikut ini
adal ah penjelasan mengenai asas-asas
dimaksud:
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1. Asas Kebebasan Berkontrak
(freedom of contract)

Asas kebebasan berkontrak da-
pat diandisisdari ketentuan Pasal 1338
ayat (1) KUHPer, yang berbunyi: “ Se-
mua perjanjian yang dibuat secarasah
berlaku sebagai undang-undang bagi
merekayang membuatnya.”

Asas ini merupakan suatu asas
yang memberikan kebebasan kepada
parapihak untuk: (1) membuat atau tidak
membuat perjanjian; (2) mengadakan
perjanjian dengan sigpapun; (3) menen-
tukanisi perjanjian, pelaksanaan, dan
persyaratannya, serta (4) menentukan
bentuk perjanjiannyagpakahtertulisatau
lisan.

Pada akhir abad ke-19, akibat
desakan paham etisdan sosidis, paham
individudismemula pudar, terlebih-lebih
sgjak berakhirnyaPerang Duniall. Pa-
hamini kemudian tidak mencerminkan
keadilan. M asyarakat menginginkan pi-
hak yang lemah | ebih banyak mendapat
perlindungan. Oleh karenaitu, kehendak
bebastidak lagi diberi arti mutlak, akan
tetapi diberi arti relatif, dikaitkan selalu
dengan kepentingan umum. Pengaturan
substans kontrak tidak semata-matadi-
biarkan kepada para pihak namun per-
lu juga diawasi. Pemerintah sebagai
pengemban kepentingan umummenjaga
kesaimbangan kepentinganindividu dan
kepentingan masyarakat. Melalui pene-
robosan hukum kontrak oleh pemerintah
makaterjadi pergeseran hukum kontrak
kebidang hukum publik. Oleh karenaitu,
meaui intervens pemerintahinilahterjadi

pemasyarakatan hukum kontrak/perjan-
jian.

2. Asas Konsensualisme (concen-
sualism)

Asaskonsensudismedapat dism-
pulkan dalam Pasal 1320 ayat (1)
KUHPer. Padapasa tersebut ditentukan
bahwasdah satu syarat sshnyaperjanjian
adalah adanya katakesepakatan antara
keduabelah pihak. Asasini merupakan
asasyang menyatakan bahwaperjanjian
padaumumnyatidak diadakan secara
formal, melainkan cukup dengan adanya
kesepakatan keduabel ah pihak. K ese-
pakatan adalah persesuaian antara
kehendak dan pernyataan yang dibuat
oleh keduabelah pihak. Asas konsen-
sualismemuncul diilhami dari hukum
Romawi dan hukum Jerman. Di dalam
hukum Jerman tidak dikend istilah asas
konsensualisme, tetapi lebih dikenal
dengan sebutan perjanjianriil dan perjan-
jianformal. Perjanjianriil adalah suatu
perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan
secaranyata(dalam hukum adat disebut
secarakontan). Sedangkan perjanjian
formal adalah suatu perjanjianyangtdah
ditentukan bentuknya, yaitutertulis(bak
berupaaktaotentik maupun aktabawah
tangan). Daam hukum Romawi dikena
istilah contractus verbis literis dan
contractus innominat. Artinya, bahwa
terjadinyaperjanjian apabilamemenuhi
bentuk yang telah ditetapkan. Asas
konsensualisme yang dikenal dalam
KUHPer adalah berkaitan dengan
bentuk perjanjian.
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3. Asas Kepastian Hukum (pacta
sunt servanda)

Asaskepastian hukum atau dise-
but juga dengan asas pacta sunt ser-
vanda merupakan asasyang berhubung-
an dengan akibat perjanjian. Asaspacta
sunt servanda merupakan asas bahwa
hakim atau pihak ketigaharusmenghor-
mati substans kontrak yang dibuat oleh
parapihak, sebagaimanalayaknyasebu-
ah undang-undang. Merekatidak boleh
melakukan intervens terhadap substans
kontrak yang dibuat oleh para pihak.
Asaspacta sunt servanda dapat disim-
pulkan dalam Pasal 1338 ayat (1)
KUHPer. Asasini padamulanyadikena
daamhukumgerga Ddamhukumgere-
jaitu disebutkan bahwaterjadinyasuatu
perjanjian bila ada kesepakatan antar
pihak yang mel akukannyadan dikuatkan
dengan sumpah. Hal ini mengandung
makna bahwa setiap perjanjian yang
diadakan oleh keduapihak merupakan
perbuatan yang sakral dan dikaitkan
dengan unsur keagamaan. Namun, dalam
perkembangan sel anjutnyaasas pacta
sunt servanda diberi arti sebagai pac-
tum, yang berarti sepakat yang tidak
perlu dikuatkan dengan sumpah dantin-
dakan formalitas lainnya. Sedangkan
istilah nudus pactum sudah cukup
dengan kata sepakat sgja.

4. Asas Itikad Baik (good faith)
Asasitikad baik tercantum dalam
Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang
berbunyi: “ Perjanjian harusdilaksanakan
denganitikad baik.” Asasini merupakan

asas bahwa para pihak, yaitu pihak
kreditur dan debitur harusmelaksanakan
substans kontrak berdasarkan keperca
yaan atau keyakinan yang teguh maupun
kemauan baik dari parapihak. Asasiti-
kad baik terbagi menjadi duamacam,
yakni itikad baik nisbi dan itikad baik
mutlak. Pada itikad yang pertama,
seseorang memperhatikan sikap dan
tingkah laku yang nyata dari subjek.
Peadaitiked yang kedua, penilaianterletak
padaaka sehat dan keadilan sertadibuat
ukuranyang obyektif untuk menila kea:
daan (penilaiantidak memihak) menurut
norma-normayang objektif. Berbagai
putusan Hoge Raad (HR) yang erat
kaitannyadengan penerapan asasitikad
baik dapat diperhatikan dalam kasus-
kasusposis berikut ini. Kasusyang pa-
ling menonjol adalah kasus Sarong
Arrest dan Mark Arrest. Keduaarrest
ini berkaitan dengan turunnyanila uang
(devauad) Jerman setelah Perang Dunia
[ (SalimH.S, 2004: 3).

Kasus Sarong Arrest: Padatahun
1918 suatu firma Belanda memesan
padapengusahaJerman sgumlah sarong
dengan harga sebesar 100.000 gulden.
Karenakeadaan memaksa sementara,
penjud daam waktu tertentu tidak dapat
menyerahkan pesanan. Setel ah keadaan
memaksa berakhir, pembeli menuntut
pemenuhan prestasi. Tetapi sejak
diadakan perjanjian, keadaan sudah
banyak berubah dan penjual bersedia
memenuhi pesanan tetapi dengan harga
yang lebih tinggi, sebab apabilaharga
tetap samamakapenjua akan menderita
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kerugian, yang berdasarkanitikad baik
antara para pihak tidak dapat dituntut
darinya

Pembelaan yang penjual gjukan
atasdasar Pasal 1338 ayat (3) KUHPer
dikesampingkan oleh HR dalam arrest
tersebut. Menurut putusan HR tidak
mungkin satu pihak dari suatu perikatan
atasdasar perubahan keadaan bagaima:
napun sifatnya, berhak berpatokan pada
itikad baik untuk mengingkari janjinya
yang secarajelasdinyatakan HR masih
memberi hargpan tentang hd ini dengan
memformulasikan: mengubahinti perjan-
jian atau mengesampingkan secara
kesdl uruhan. Dapatkah dihargpkan suatu
putusanyang lebihringan, jikahd itu bu-
kan merupakan perubahan inti atau
mengesampingkan secarakess uruhan.

Putusan HRini selau berpatokan
pada saat dibuatnya oleh para pihak.
Apabilapihak pemesan sarong sebanyak
yang dipesan, makapenjua harusmelak-
sanakanis perjanjiantersebut, karena
didasarkan bahwaperjanjian harusdil k-
sanakan denganitikad baik.

5. Asas Kepribadian (personality)
Asaskepribadian merupakan asas
yang menentukan bahwaseseorang yang
akan melakukan dan/atau membuat
kontrak hanyauntuk kepentingan per-
seorangan sgja. Hal ini dapat dilihat
dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340
KUHPer. Pasal 1315 KUHPer mene-
gaskan: “ Padaumumnyaseseorang tidak
dapat mengadakan perikatan atau per-
janjiansdanuntuk dirinyasendiri.” Inti

ketentuan ini sudah jel as bahwauntuk
mengadakan suatu perjanjian, orang ter-
sebut harus untuk kepentingan dirinya
sendiri. Pasal 1340 KUHPer berbunyi:

“Perjanjian hanyaberlaku antarapihak
yangmembuatnya.” Ha ini mengandung
maksud bahwa perjanjian yang dibuat
oleh parapihak hanyaberlaku bagi mere-
kayang membuatnya. Namun demikian,

ketentuan itu terdapat pengecudiannya
sebagaimanadiintridusir dalam Pasal

1317 KUHPer yang menyatakan: “ Da-
pat pulaperjanjian diadakan untuk ke-
pentingan pihak ketiga, bilasuatu per-
janjianyang dibuat untuk diri sendiri, atau
suatu pemberian kepada orang lain,

mengandung suatu syarat semacamitu.”

Pasal ini mengkonstruksikan bahwa
Sseseorang dapat mengadakan perjanjiary
kontrak untuk kepentingan pihak ketiga,
dengan adanyasuatu syarat yang diten-
tukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318
KUHPer, tidak hanyamengatur perjan-
jianuntuk diri sendiri, melainkanjugaun-
tuk kepentingan ahli warisnyadan untuk
orang-orang yang memperoleh hak
daripadanya. Jikadibandingkan kedua
pasal itu, maka Pasal 1317 KUHPer
mengatur tentang perjanjian untuk pihak
ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318
KUHPer untuk kepentingan dirinyasen-
diri, ahli warisnyadan orang-orang yang
memperoleh hak dari yang membuatnya
Dengan demikian, Pasal 1317 KUHPer
mengatur tentang pengecualiannya,
sedangkan Pasal 1318 KUHPer memi-
liki ruang lingkupyang luas.
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Asas-Asas Hukum Perikatan Na-
sional

Di samping kdimaasasyangtdah
diuraikan di atas, dalam Lokakarya
Hukum Perikatan yang diselenggarakan
oleh Badan Pembinaan Hukum Nasiona
(BPHN), Departemen Kehakiman RI
pada tanggal 17-19 Desember 1985
telah berhasi| dirumuskannyadel apan
asashukum perikatan nasional (BPHN,
1985:21). Kedelapan asas tersebut
adal ah: asas kepercayaan, asas persa-
maan hukum, asas keseimbangan, asas
kepastian hukum, asas moralitas, asas
kepatutan, asas kebiasaan, dan asas per-
lindungan. Adapun penjeasannyaaddah
sebagai berikut:

Asas Kepercayaan, yaitu bahwa
setigp orang yang akan mengadakan
perjanjian akanmemenuhi setigp prestes
yang diadakan di antaramerekadi bela-
kang hari.

Asas Persamaan Hukum, yaitu
bahwa subjek hukum yang mengadakan
perjanjian mempunyai kedudukan, hak
dan kewsgjibanyang samadaam hukum.
Mereka tidak boleh dibeda-bedakan
antarasatu samalainnya, walaupun sub-
jek hukum itu berbedawarnakulit, aga-
ma, danras.

Asas Keseimbangan, yaitu asas
yang menghendaki kedua bel ah pihak
memenuhi dan melaksanakan perjanjian.
Kreditur mempunyai kekuatan untuk
menuntut prestas dan jikadiperlukan da:
pat menuntut pel unasan prestas meldui
kekayaan debitur, namun debitur memi-

kul pulakewsjiban untuk mel aksanakan
perjanjianitu denganitikad baik.

Asas Kepastian Hukum, yaitu
asas ini mengandung maksud bahwa
perjanjian sebagai figur hukum mengan-
dung kepastian hukum. Kepadtianini ter-
ungkap dari kekuatan mengikatnyaper-
janjian, yaitu sebagal undang-undang ba-
gi yang membuatnya

Asas Moralitas, adalah asas
yang berkaitan dengan perikatan wajar,
yaitu suatu perbuatan sukareladari sese-
orang tidak dapat menuntut hak baginya
untuk menggugat prestasi dari pihak
debitur. Hal ini terlihat dalam zaakwar-
neming, yaitu seseorang melakukan
perbuatan dengan sukarda(mord), yang
bersangkutan mempunyai kewajiban
hukum untuk meneruskan dan menyee-
saikan perbuatannya. Salah satu faktor
yang memberikan motivasi padayang
bersangkutan melakukan perbuatan
hukum itu adalah didasarkan pada
kesusilaan (mora) sebagai panggilan hati
nuraninya

Asas Kepatutan, yaitu asasyang
tertuang dalam Pasal 1339 KUHPer.
Asas ini berkaitan dengan ketentuan
mengena IS perjanjianyang diharuskan
oleh kepatutan berdasarkan sifat perjan-
jiannya

Asas Kebiasaan, yaitu dipan-
dang sebagai bagian dari perjanjian. Su-
au perjanjiantidak hanyamengikat untuk
gpayang secarategasdiatur, akan tetapi
juga hal-hal yang menurut kebiasaan
lazimdiikuti.
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Asas Perlindungan, yaitu asas
yang mengandung pengertian bahwa
antara debitur dan kreditur harus
dilindungi oleh hukum. Namun, yang
perlu mendapat perlindunganitu adalah
pihak debitur karenapihak ini beradapa:
daposis yanglemah.

Asas-asas inilah yang menjadi
dasar pijakan dari para pihak dalam
menentukan dan membuat suatu kontrak/
perjanjian daam kegiatan hukum sehari-
hari. Dengan demikian, dapat dipahami
bahwakesdl uruhan asasdi atas merupa:
kan hal penting dan mutlak harus
diperhatikan bagi pembuat kontrak/
perjanjian, sehinggatujuan akhir dari
suatu kesepakatan dapat tercapai dan
terlaksana sebagaimanadiinginkan oleh
parapihak.

Kesimpulan

Untuk memahami dan memben-
tuk suatu perjanjian, maka para pihak
harusmemenuhi syarat sshnyaperjanjian
berdasarkan Pasal 1320 KUHPer, yakni
syarat subjektif: adanya kata sepakat
untuk mengikatkan dirinya dan keca-

kapan para pihak untuk membuat
suatu perikatan, sedangkan syarat
objektif adalah suatu hal tertentu dan
suatu sebab yang halal. Oleh sebabitu,
dalam melakukan perbuatan hukum
membuat suatu kontrak/perjanjian
harud ah pulamemahami asas-asasyang
berlaku dalam dasar suatu kontrak/
perjanjian antaralain: asas kebebasan
berkontrak, asaskonsesnsuaisme, asas
kepastian hukum/pacta sunt servanda,
asasitikad baik dan asas kepribadian.
Dari kelimaasasyang berdasarkan teori
ilmu hukum tersebut ditambahkan
del apan asas hukum perikatan nasional
yang merupakan hasil rumusan bersama
berdasarkan kesepakatan nasional,
antara lain: asas kepercayaan, asas
persamaan hukum, asas keseimbangan,
asas kepastian hukum, asas moralitas,
asas kepatutan, asas kebiasaan dan asas
perlindungan. Dengan demikian asas-
asas perjanjian tersebut berlaku secara
umum dalam hal membentuk atau
merancang suatu kontrak di dalam
kegiatan hukum.
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